GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 544 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 120 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : 2&. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 120 Tahun 2022 telah ditetapkan
pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. bahwa terdapat penambahan substansi yang
mengatur terkait Kebijakan Akuntansi Properti
Investasi sehingga Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diubah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun
2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485),



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841};



10.

L.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomeor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 120);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
120 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 120), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.



10.

| (1

12.

13

14.

15.

16.

17

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka
penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah

untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara
nasional.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun
nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam
pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan
laporan keuangan.

-Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atay
dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.



18.

19,

20.

21

22,

23.

24,

25.

26,

27.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih /kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan vang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan vang menyajikan informasi posisi keuangan

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu.

. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan

yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenal perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan
yvang memadai.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yvang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank vang ditetapkan.
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32.

33.

34

35.

36.

37.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yvang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah,

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah,



38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya.

39, Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain
yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang
belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

40. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak
untuk:

a)

b)

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif; atau:

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi:

a.

b
c.
d

i

g
h.

i.

kebijakan umum akuntansi:

. kebijakan pelaporan keuangan;

kebijakan akuntansi akun;

- kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan

akuntansi dan peristiwa luar biasa;
kebijakan akuntansi BLUD;

kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran daerah yang
tidak melalui rekening kas umum daerah;

kebijakan masa manfaat aset tetap;
kebijakan penambahan masa manfaat aset tetap; dan
kebijakan akuntansi properti investasi.

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah
diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal IT
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 O l-c:raﬂﬁ K 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

—_

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal & OKToBER 2023

SE ARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TIENGGARA TIMUR,

KO D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR (B3 A

PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI
PENGUNDANGAN PENETAPAN
ASISTEN PEMERINTAHAN !Q SEKRETARIS DAERAH ﬁ"
DAN KESRA - ASISTEN PEMERINTAHAN ﬁ
PERANCANG PERATURAN DAN KESRA .
PERUNDANG-UNDANGAN ?‘ PERANCANG  PERATURAN
AHLI MADYA PERUNDANG-UNDANGAN f’
PERANCANG PERATURAN AHLI MADYA
PERUNDANG-UNDANGAN \
AHLI MUDA




LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 120 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BABI
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam
penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan
diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan
keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan
CaLK yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Hingga tahun 2010 ternyata praktik pencatatan akuntansi berbasis
akrual belum bisa berjalan khususnya di pemerintah daerah. Sehingga
pada Tahun 2010 Pemerintah menetapkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan
pengganti dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP berlaku untuk Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan
Keuangan. SAP menyebutkan jika paling lambat tahun 2015 basis
pencatatan yang harus digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun
daerah adalah basis akrual.

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan
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pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yang memang belum diatur
pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pada Pasal 185 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa
akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan
akuntansi. Kebijakan akuntansi sendiri adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan

laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas,

Dalam rangka melakukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan
tersebut di atas maka dibutuhkan kebijakan akuntansi yang baru
untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah baik pada SKPD maupun SKPKD.

. Acuan Penyusunan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur didasarkan pada:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).

b. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi
dan pelaporan keuangan.

¢. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan
keuangan.

. Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan

penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan

laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan
akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan;



D.

2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun
laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

l. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
mengelola  anggaran, kekayaan, dan  kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan
atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi
vang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah
daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada
level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk
menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas
dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini
selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

2. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di linglkungan
pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam
hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah, Adapun
laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah
adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dalam
penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas
pelaporan lainnya.



E.

Gambaran Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi ini merupakan landasan bagi pemerintah di dalam
menetapkan sistem akuntansi pemerintahan dj lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prinsip akuntansi dan pelaporan
keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati
pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada
saal hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada
saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih
telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam

rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun
berdasarkan basis kas.

Sistematika Penyajian

Kebijakan akuntansi ini disajikan dalam beberapa sub bab yang
merupakan pengelompokkan kebijakan akuntansi yang dibagi dalam
beberapa topik. Masing-masing topik secara umum diuraikan menurut
sistematika sebagai berikut:

1. Definisi

2. Pengakuan
3. Pengukuran
4. Pengungkapan

BAB I1
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:
1. Neraca
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2.

Neraca  merupakan komponen laporan keuangan  yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA
menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam
pencatatannya,

Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO Jjuga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam
pencatatannya.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan
informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, aset non keuangan dan non
anggaran.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan
sckurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.



6.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo

Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi

Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran

Lebih Akhir,

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CalLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi

penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan

dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK,
dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami
dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

CalK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai

berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas;

e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

f. daftar dan schedule.

Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau
komitmen-komitmen lainnya.



Dari ketujuh laporan keuangan diatas, berikut akan dijelaskan laporan
keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing entitas yang ada di

Pemerintah Daerah beserta dengan contoh laporan keuangan tersebut.

1. Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing SKPD
vang ada di Pemerintah Daerah adalah:

a. Neraca
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

¥ T mar =
s :

SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

AS

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak*
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak
Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
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JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

(PFK)

Utang Belanja

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
Ekuitas
Surplus/Defisit LO

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan

20X0
(Dalam
Rupiah)
Anggaran Realisas Realisa
Uraisn 20X1 i20x1 | * | si 200
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD vang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin




Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

¢. Laporan Operasional

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam
Rupiah)

Uraian

20X1

Kenai
kan/
Penur
unan

%

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa

Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operasi
BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya




Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak
Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan
Amortisasi

JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT LO

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal

Surplus/Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan /Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain

Ekuitas Akhir

e. Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1

PENDAHULUAN

BAB 1 | Pendahuluan

Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan
SKPD

Landasan hukum penyusuanan laporan keuangan
SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
SKPD

LS I W
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BAB Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
1 pemerintah daerah
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
2 target yang telah ditetapkan
BAB Il [ Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos
1 pelaporan keuangan SKPD
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3  Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7  Ekuitas Dana
3. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
2 sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas  akuntansi/entitas  pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V | Penutup

2. Laporan Keuangan SKPKD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing SKPKD
yang ada di Pemerintah Daerah adalah-

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Neraca
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPKD
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Piutang Pajak
Piutang Retribusi
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Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Aset Untuk Dikonsolidasikan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
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Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit LO
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

b. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPKD _
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

PENDAPATAN ASLI DAERAH
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Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
| Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

B JA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten /Kota kepada Desa

Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah
Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
(Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat




Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah

Lain

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Bank

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Bukan Bank

Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi

Daerah)

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

c. Laporan Operasional
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan
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PENDAPATAN TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR
DAERAH

Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah
yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan

Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

23




Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus

Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset
Non Lancar

Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit
Penjualan/Pertukaran / Pelepasan Aset
Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasicnal
Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR
BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

C SR S ORNIET s T T R S e T

Ekuitas Awal

Surplus/Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan /Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain

Ekuitas Akhir

__(Dalam Rupiah

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

BAB | | Pendahuluan
Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan
SKPKD
Landasan hukum penyusuanan laporan keuangan
SKPKD
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
SKPKD
tisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
pemerintah daerah
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan
enjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan SKPKD
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO

BAB Il
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BAB llI
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BAB IV
BAB V

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
Penutup

3.1.5 Beban

3.1.6 Aset

3.1.7 Kewajiban

3.1.8 Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah adalah:

a. Neraca

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Lainnva

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
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Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ABET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
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Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

dan 20X0

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana

| Perimbangan
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PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR
DAERAH
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah
yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BEELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga
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BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi ke Kabupaten /Kota
Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada
Desa

Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah -

Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah -

Pemerintah Daerah Lain

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga

Keuangan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga

Keuangan Bukan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah -

Masyarakat (Obligasi Daerah)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
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(Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

c. Laporan Operasional

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
dan 20X0

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana

Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR
DAERAH
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Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah
yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnva
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER

Beban Bagi Hasil

Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumilah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN
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SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan /Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran /Pelepasan
Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR
BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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Surplus/Defisit LO
Dampalk Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya
Lain — lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir

f. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0
METODE LANGSUNG

F T R R e U e
ARUE gﬁ DARI AKTIFITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yvang Dipisahkan
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Bantuan Keuangan
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Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Provinsi
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke
Kabupaten/Kota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS D TIFITAS ASI
ARUS MASUK KAS

Pencairan Dana Cadangan

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi
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ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah
Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
(Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah
Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi
Daerah)|
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan /Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas
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g. Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB 1 | Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan
pemerintah daerah
1.2 Landasan hukum penyusuanan laporan keuangan
pemerintah daerah
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

pemerintah daerah
BAB Il | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan
BAB IV | Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BABV | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
2.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan pemerintah daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
Belanja
Pembiayaan

Beban

Aset

Kewajiban
2.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada pemerintah daerah

2
3
4 Pendapatan - LO
S5
6
T
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BAB VI | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB | Penutup

vii

B.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan
laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

ks

-

Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi
atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan
keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter
bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih
kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat
pada naiknya nilai perolehan aset dibandingkan pada periode
sebelumnya.

Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak
pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari
laporan keuangan saja.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.

Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya
apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai
penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan
pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan,
sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya
ekonomi antar instansi pemerintah daerah
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BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

A. KAS DAN SETARA KAS

1. Definisi
Kas Pemerintah Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara
Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Saldo
simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo
simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori
kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yvang sangat likuid
yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo
yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
perolehannya.
Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara
pengeluaran. Kas dan setara kas yang vang dikuasai dan dibawah
tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank
yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah;

b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan
Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum
daerah;

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab

selain bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

b. Kas di Bendahara Penerimaan.

c. Kas di BLUD

d. Kas dana BOS (untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung

jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang

muka kerja (UP/GU/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal
neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo
rekening Bendahara Pengeluaran meliputi, uang logam, uang kertas,
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dan lain-lain kas, yang termasuk dj dalamnya adalah kas yang berasal
dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo
rekening di bank maupun salde uang tunai, yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang
bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo vang berasal dari
pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran
para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di
Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah
harus mencerminkan kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca.
Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib
menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam,
namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang
belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank
maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab
bendahara BLUD, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi
BLUD,

2. Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan /atau setara kas yaitu
ketika kas diterima oleh Bendahara/ Rekening Kas Umum Daerah dan
pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih
kepada pemerintah. Kas dijurnal di posisi debit jika bertambah dan di
posisi kredit jika berkurang.

3. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca,

4. Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus
menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan
menunjukkan asal usul kas.

Berikut adalah contoh penyajian kas dalam neraca:



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
URAIAN 20X1 | 20X0
ASET
ASET LANCAR
B

\——Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD

Kas Dana BOS
Kas Lainnya

Investasi Jangka Pendek

Piutang

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Uang Muka
Penyisihan Piutang Pendapatan
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
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Selanjutkan informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas

dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CalK. Beberapa

hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang
dimiliki dan dikuasai pemerintah;

b. 0 manajemen terkait kas dan setara kas

c. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang
mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

B. PIUTANG

1.

2.

Definisi

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang

yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pererintah Daerah

diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Piutang Jangka Pendek

b. Piutang Jangka Panjang

Namun, dalam kebijakan ini, piutang yang dibicarakan adalah

Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan

diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis

piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset Lainnya.

Pengakuan

Piutang pendapatan diakui saat timbul klaim /hak untuk menagih

uang dan manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang

dapat diakui ketika

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD);
atau

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan; atau

c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan

pemberian fasilitas/jasa, diakui dan dicatat sebagai piutang apabila

memenuhi kriteria;
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a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak
dan kewajiban secara jelas:

b. jumlah piutang dapat diukur;

c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan; dan

d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Pengakuan untuk masing-masing klasifikasi piutang adalah sebagai

berikut:

2.1

2.2

Piutang Pajak Daerah

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self
assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  di bidang  perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak
sebagai dasar penagihan pajak.

Sedangkan pendapatan pajak yang menganut sistem official
assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang
terutang sesuai dengan yang tertera pada Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD).

Besarnya piutang pajak pada pemerintah daerah menurut
ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat
diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak
daerah.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk
diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar
dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian
maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.
Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus
didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu
pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan
dalam bentuk SKRD,

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal
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2.3

2.4

2.5

2.6

laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi,
maka akan diterbitkan STRD.

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar
nilai yang tercantum dalam STRD.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang
merupakan bagian pemerintah yang dituangkan dalam risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh
notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa
Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang
sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian
Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam
dokumen tagihan/ketetapan/ kontrak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis piutang yang
termasuk dalam Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak
Dipisahkan, Piutang Hasil Pemanfaatan BMD vang Tidak
Dipisahkan, Piutang Hasil Kerja Sama Daerah, Piutang Jasa
Giro, Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, dan Piutang
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.

Piutang Transfer

Piutang Transfer diakui jika sudah ada pengakuan terjadi
kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat) berupa
Peraturan Menteri.

Piutang Lainnya

Beberapa jenis piutang yang masuk dalam Piutang Lainnya
adalah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian
Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah, serta Uang Muka,
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Bagian lancar tagihan adalah piutang-piutang jangka panjang
yang sebelumnya tercatat pada aset lainnya karena jatuh
temponya sudah dibawah satu tahun maka harus
direklasifikasi ke piutang jangka pendek pada aset lancar.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (TP) dan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah (non Bendahara) (TGR). Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara dikenakan
kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan
hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara dikenakan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah (non Bendahara) merupakan piutang yang
timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah
kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat
langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan
melanggar hulum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
kewajibannya. Tuntutan ini dikenakan oleh pimpinan di
lingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan
bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan
dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan
surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti
kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih
menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru
dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.
3. Pengukuran
* Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang

pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca,

surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima

dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar

nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi beserta dengan

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Informasi
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mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang

menerbitkan surat ketetapan pajak.

* Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam
SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

* Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris
untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik
Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai
dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

* Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi  hak/bagian
Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam
dokumen  tagihan/ketetapan/kontrak sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

* Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari
pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

* Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai
rupiah piutang yang belum dilunasi. Bagian lancar tagihan
diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh tempo pembayaran
di bawah satu tahun sesuai yang tertera di kontrak perjanjian.

* Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas. dilakukan
sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar (Piutang Lain-lain PAD yang
sah atau Piutang Lainnya) sebesar nilai yang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua
belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan:

b) Disajikan sebagai aset lainnya terbadap nilai yang akan
dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

* Uang Muka diukur sebesar nilai uang yang masuk ke kas
daerah.



3.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan
piutang tidak tertagih. Kebijakan penvisihan plutang tidak tertagih
harus dirumuskan dengan sikap penuh  kehati-hatian agar
kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat
ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas
taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan.
Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value) yang tersaji di neraca.
Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode
yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai
yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Jumlah penyisihan
piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (contra
account] dan disajikan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
Penyisihan piutang akan dicatat di Laporan Operasional sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Informasi
mengenai penyisihan piutang diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK), dengan mencantumkan penjelasan yang
diperlukan.
Penyisihan piutang dilakukan sesuai dengan besaran tarif
penyisihan piutang yang berdasarkan pada penggolongan kualitas
piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan
upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
a. Kualitas piutang lancar;
b. Kualitas piutang kurang lancar;
c. Kualitas piutang diragukan;
d. Kualitas piutang macet.
Penggolongan kualitas piutang pajak daerah berdasarkan cara
pemungutan pajak, vaitu:
a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment);
b. Pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Office Assessment).
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Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan
pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment),
dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

2) Waijib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

3) Wajib Pajak kooperatif;

4) Waijib Pajak likuid; dan/atau

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan /banding,

b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

1} Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;

2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan /banding.

c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5
(lima) tahun;

2) Wajib Pajak tidak kooperatif:

3) Wajib Pajak tidak  menyetujui seluruh hasil

pemeriksaan;dan/atau

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. kualitas macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun:

2) Waijib Pajak tidak ditemukan:

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia:

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan
pajaknya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Office Assessment),
dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;

2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan

3) Wajib Pajak kooperatif:

4) Wajib Pajak likuid; dan/atau

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan /banding.

b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;

2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atay

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
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c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5
(lima) tahun;
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan /atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. kualitas macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan Jatau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure),
Kualitas piutangretribusi daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat)
berdasarkan umur jatuh temponya, yaitu:
a. Kualitas piutang lancar : umur piutang 0 - 1 bulan

b. Kualitas piutang kurang lancar : umur piutang 2 - 3 bulan
c. Kualitas piutang diragukan :umur piutang 3 - 12 bulan

d. Kualitas piutang macet ! umur piutang > 12 bulan

Kualitas pintangselain pajak danretribusi dikelompokkan menjadi

4 (empat), yaitu:

a. Kualitas lancar : Apabila belum melakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

b. Kualitas kurang lancar : Apabila dalam jangka waktu 1 bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan

c. Kualitas diragukan : Apabila dalam jangka waktu 1 bulan
terhitungsejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan

d. Kualitas macet : Apabila dalam jangka waktu 1
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan

Perhitungan Penyisihan Piutang

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap alkhir tahun
ditentukan sebagai berikut:

a. kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
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b. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari
piutang kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

b. kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada)

Kualifikasi Besaran Penyisihan
Piutang Lancar nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang K
i inaais nilai penyisihan sebesar 10%
Phutarig 50% setelah df'kt::rangi dew ni}ai

3 agunan atau nilai barang sitaan (jika
Diragukan
' ada)
100% setelah dikurangi dengan nilai
Piutang Macet agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada)

3.2. Penghapusan Piutang

Piutang Pajak Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan
Pemerintah Provinsi. Penghapusan dilakukan dengan
menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Provinsi
tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis
dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula
pada besaran pendapatan (revenue). Neraca menggambarkan
substansi ckonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak
tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi
ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi
substansi  hukum  subyek/debitur misalnya pailit, sakit
berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau
penanggung renteng utang,
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Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus
kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan,
piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi
ekstrakomptabel.

Diperlukan laporan off balance sheet tentang piutang yang
dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan
atau belum diberitahukan kepada pihak berhutang serta masih
harus terus ditagih secara intensif.Dalam CalK dijelaskan dasar
pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

a. Nilai Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan

Nilai Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah nilai

piutang pajak yang tercantum dalam:

1) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT)

4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

5) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

6) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD):

7) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah.

b. Penghapusan piutang pajak daerah untuk Wajib Pajak orang
pribadi

Piutang pajak Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak

orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi

karena:

1) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia
dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

2) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan;

3) hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;

4) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan  Ketentuan Perundang-undangan di  bidang
perpajakan;

5) mendapatkan pemberian pengurangan Pokok tunggakan,
sesuai ketentuan yang berlaku;
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6) hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur:

7) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Penghapusan piutang pajak daerah untuk Wajib Pajak badan

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak

badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

1) Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung
Pajak tidak dapat ditemukan;

2) hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;

3) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan  ketentuan  perundang-undangan di bidang
perpajakan,

4) mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan,
sesuai ketentuan yang berlaku;

5) hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur;

6) sebab lain sesuai dengan hasil penelitian

Penagihan pajak sudah kadaluarsa berlaku setelah melampaui

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di

bidang Perpajakan Daerah. Kadaluarsa penagihan pajak

tertangguh apabila:
1) diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa (kadaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyvampaian Surat
tersebut); atau
2] ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
® Pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib
Pajak  dengan  kesadarannya menyatakan  masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

® Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui
dari pengajuan permochonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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d. Tata cara penghapusan piutang pajak daerah

Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak

daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib

dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh

SKPKD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi

pajak daerah terkait. Kepala SKPKD dapat membentuk tim yang

bertugas melaksanakan penelitian.

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil

Penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk

menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat

ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. Piutang pajak daerah
hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya

Laporan Hasil Penelitian. Usulan penghapusan piutang yang

belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada tim, untuk

dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Kepala SKPKD meneliti kelengkapan administrasi dan

persyaratan Laporan Hasil Penelitian sesuai ketentuan yang

berlaku. Kepala SKPKD kemudian menyusun daftar usulan
penghapusan piutang pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil

Penelitian yang telah menuhi syarat.

Kepala  SKPKD  mengajukan  permohonan penetapan

penghapusan piutang berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan

Piutang kepada Gubernur. Permohonan penghapusan piutang ini

paling sedikit memuat:

a. Nomor Objek Pajak
b. nama dan alamat wajib pajak:
¢. jumlah prutang pajak;
d. tahun pajak;
e. alasan penghapusan piutang pajak.
e. Persetujuan penghapusan piutang pajak daerah

1) Penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) dilakukan oleh Gubernur.

2) Untuk penghapusan piutang dengan jumlah lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (lima milvar rupiah) dilakukan oleh
Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Setelah mendapat persetujuan penghapusan piutang DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur menetapkan
Keputusan tentang penghapusan piutang pajak daerah.
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4) Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Kepala SKPKD
mencatat penghapusan tersebut dalam ekstrakomptabel
untuk mengurangi saldo piutang pajak daerah.

Penghapusan piutang pada BLUD mengacu pada peraturan dan
perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.
3.3. Koreksi Piutang Pajak Daerah

Terhadap piutang pajak daerah yang sudah tercatat dalam
pembukuan dapat dilakukan koreksi. Koreksi dilakukan dengan
menghapuskan nilai piutang yang tercatat dalam pembukuan.
Piutang pajak yang dapat dikoreksi adalah piutang pajak daerah dan
nilai yang dapat dikoreksi adalah piutang pajak yang tercantum
dalam:

a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah
Piutang pajak daerah yang dapat dikoreksi untuk Wajib Pajak orang
pribadi atau wajib pajak badan adalah karena:

a. Objek pajak tidak ada/tidak ditemukan;

b. Objek pajak double atau memiliki bidang yang sama dengan

objek pajak yang lain;

c. Objek pajak adalah fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum;

d. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
Unit kerja yang membidangi Pajak Daerah menyusun laporan nilai
piutang yang diusulkan untuk dikoreksi dan disampaikan kepada
Kepala SKPKD. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

a. nomor Objek Pajak;

b. jumlah piutang pajak;

¢. alasan koreksi

£
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Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala SKPKD menandatangani
Berita Acara Koreksi Piutang Pajak Daerah. Selanjutnya Unit Kerja
yang membidangi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
Tingkat Provinsi melakukan koreksi atas nilai piutang yang telah
dibukukan.

3.4, Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah
Dihapuskan

Penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan
dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, diakui sebagai
pengurang beban;

b. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan
pada tahun sebelumnya dan dihapus bukukan pada tahun
berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain

4. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi

mengenal akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan

atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuan, dan pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui

tingkat kolektibilitasnya

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penjelasan atas penyelesaian piutang;

Jaminan atau sita jaminan jika ada:

Informasi tentang Piutang Pajak vang masih dalam wupava

hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada:

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-

undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib

bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai

Aset Lancar.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan

merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada

periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis

ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal
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dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai
Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan
disertai dengan penyisihannya.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca
dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian
pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam
neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal
jatuh temponya. Berikut penyajian piutang dalam neraca adalah
sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN 20X1 | 20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

( Piutang

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi Daerah

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

SEEREEERNEE

EEEACEIR IRV R R R R R

g §

Perimbangan

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
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Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Uang Muka
Penyisihan Piutang Pendapatan
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

XX | XXX
XX | x=X
XX | E=X
EXX | XXX
XX | X=X
EXX | XXX
XXX | M¥=x
HNX | XEX

Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional

(LO).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Operasional

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20X0

URAIAN

20X0

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

gl8|8 & g8

BEBAN
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah

Beban Bﬂtﬁﬁ Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SUPLUS/DEFISIT LO
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